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Soal Tunjangan Rumah
Anggota DPR 30 Juta

Puan Kasth Penjelasan

TUNJANGAN rumah Rp 0 jura
perbulan bt angpota DR menad
bit o dunia nyata hingg dumia
maya. Demi merecam polemik in,
Kerua DPR Puan Maharani kit
petielasan inc,

Menunut poltst PDIP . angga
ran R 30 juca per bukan b tap
anggolasudah melaui perimbangan
g, “Sudah ikt sebaik bk
nya. Sesta dengen ondist ataupun
harga yang ada Jakart. Karena kan

Keantomya i Jakara, " ujar Puan
i Kompleks Parlemen, Senayan,
Jokarta, Kanis (218/2025).
Tunjanganrumehdiberkan karema
anggnia DR perince 2024 2029 idek
lagi mendaparkan fasifras Rumah
Jibelan Anggota (RIA).Pata priode
sebelumnya. seiap angpota DPR
mendapatkan RA yang teleaf
Kl dan Ul Jakarta
Namun, pibak Kesetjenan DR
mengklain, RIA yang ada df dua
lokasi i wilayah Jakarta, dalam
Kondist menmprihatnkan, Perl ada
retiovasibesar besizan yang meter
lukan dan yang cukup besar Seha
i hompensasina, selap angpota
PR daritotal 540 orang mendapar
funjangan rumzh sebesar Rp 50 ua

# BERSAMBUNG KE HAL§

Puan Kasih Penjelasan

.. DARTHALAMAN 1

per bl

Pemberian tunjangen rumah jobitan
ini erdasarkan Surat Setjen DPR
Nomor BI735ir (109/2024. Ada §
poin var tercantum delan it tr-
st Yol tunjengan perumaian et
sk dilatik, fasikitas RJA cihapus.
dan angpota DPR. tak herhak Lag ing
gl rumah dinas e

Namun, terkit henaikan pej Ang
gota DPR, Puan menegaskan didak
besar. Kata dia, tidk ada kenaikan
i maupun tunjengan umk anggoca
DR yangsekarang, Perbedandengan
(Rl periogelau hanyatereta paa
Hunjangan mumah saj.

“Memang ads kompensast teckat
umalh fabatan, Karen anggora P,
it datang darl daesah daerah, Yang
erubah hamya v, yang lain ticsk,"
katanya.

Meski begitu, cucu Bung Kamo ity
jantak mau menip ot i berba-
it “Kalou diangaap berleiban.
tennzkancievaluasi, Namun, fnisudah
i ok 580 angot QPR dari 38
provins], " legasiyi.

Hal senada juga disampatkan Wakil
Ketua DR Adies Kadir. Adies yang
sebelumnya sempat memberikan
penjelasan ada sejumlah kenaikan
tujargan biagi anggoca DPR, meralal
omangaya i

studal duluan depat. Jangan salah,
[IPR malah belakangan,” kaa polisi
PO

Dia maleh menyebut, turjangan
ini justr letih hemal dibandingan
reiovasi R vyang buhrasan iz
Sekarang, RJA sudah dikembalikan
e migard, bisa dlipalal untuk pejabat
eselon, " Sudahlah, akbir polemik "
{anasnya.

Sementara 1, Sekjen Fonum Inda-
nesta untuk Transparansi Anggiran
(Fira] Mishah Hasen menilei, unja
nigan runnah Rp 0 juta telal fanrasts
ta ak ek stuas

Pertama, hesenjangen makin lehar,
Rasipind pes Maret 2025 masthtingg,
0,475, Dt perkotean malzh 0,305,

Banyak warga masih berjuang me
e ebuuhan dasr,” cecamya,

Kedua, munjangan Rp 20 juta ber
potensi bikin APBY boros. Anggaran
sebesar ity lebih batk dipakad untuk
progran rakyat, msaloya taget 4 jua
umah,

Ketiga, mimim abuntahiites Belum
fent g s e bea dipaad et
umizh, arena ta ac laporan aual
Kempr, kot ekanomi sasielrak
yatmasih berat,

“Trioritas anggeran sefrusnya nik
ehutchan desarrakyat. Apalagt inerja
DPRjugarendah, terwamalegislesidan
penpawasan, tegas Mishah.

Fitramendesak DFR akukanevahia
si. Uang Rp 80 juta per epala bisa

Kata din, tidak ada henatkan gai
malun funjangan bagi anggata de
wan. Perhedaan hanya terlerak pada
tonjengan unich johatansebagat ko
pensasidar ok adanya fasltas RJA
bagiwakil rekyet, Dengan mekanisme
ini angea DPR bisa menyewa mumal
atall mengelol tempat inggal secara
fleksibel, tanpa membehani negara
Utk meraat set, hatanya.

Adies sadar, isu ini sensii i e
tigal ekonami rakyat vang lagi seet.
Tapi dia menekankan, tidak ada pai
baru. *Peruhabian hanya pada pala
penyediaan fsitas perumatian.Lebih
cfsten dan il anggaran," eapaya,

Ketua Banggar DPR Said Abdullah
Juga ikt berkan penjelasan, Menurut
3, tnangan reneh nd waiar harena
anggota PR stk g menempat
RIA. "DPD fu tonjangan ramahnya

lebif berguna jika dislokasikan ke
asyarakat miskin, perempuan, anak,
Lansia, difatel. hingga homueias ader.

Kepala Divisi Advokast [CW Egi
Primayogha mengatakan DPR harus
menjelaskan alasan yang ebih kokoh
peribal pemberian unjangan tersebut.
Angha Rp 50 juta per anggota selama
Vi tahun, apakah sudah menglkuti
standar dan keteniuan yang berlak.

60 angaota DPR dikali Rp 50
juta selama 60 bulan, memboroskan
anggaran publik hingga Rp 1,14
irlin," o Egi

Eyi memlal pemberian tunjangan
dengan nilai fantasts iy buken ke
putusan yang patct dan il Sehab,
warga akan menghadapi kesuftan
alibat kenakan pejak an el ain
g sedang dificapl delam kehidupan
sehar-harl. nMEN
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